
 
 
 
 
 

 
 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 
KEPUTUSAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG 
 

NOMOR : 188.4/07/DPRD/IV/2026 
 

TENTANG 
PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP HASIL FASILITASI 3 (TIGA) 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA PANGKAL PINANG, 
 

 

Menimbang 
 

: a. bahwa, 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota 
Pangkal Pinang, setelah disetujui oleh DPRD Kota 

Pangkal Pinang, di Fasilitasi oleh Gubernur Kepulauan 

Bangka Belitung; 

 

 
 

 

 b. 

 
 

bahwa hasil fasilitasi Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk 

dilakukan penyesuaian dan Penyempurnaan terhadap 3 
(Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal 

Pinang;  

 
 

 

 
 

 

c. 
 

 

bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Pangkal Pinang; 

Mengingat 

 
 

: 

 
 

 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); 

  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 



  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  6. 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 

tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 7153); 

  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

  9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang 

Kota Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6949); 

  10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2024 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6987); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang 
Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan 

Pemuda, serta Penyediaan Sarana dan prasarana 
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5238); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6400); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang 

Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6840); 
 



  16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

  17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 112); 

  18. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang 

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan 
Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 75); 

  19. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang 

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 233); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 
tentang Pedoman Standar Layanan Perkotaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 544); 

  21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi 

Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829); 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 166 Tahun 2019);  

  23. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 

Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Prasarana 

Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 962); 

  24. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 

Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 

Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 519); 

  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 

tentang Tata cara Penyusunan Rencana  

Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1075); 

  26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kepemudaan 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2017 Nomor 13 Seri E); 

  27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota 
Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46); 



 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 

 
Menetapkan :  

KESATU 
 

: 
 
 

Menerima dan Menyetujui hasil fasilitasi 3 (Tiga) Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang, yaitu : 
 

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang 
Kepemudaan; 

 
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil;  
 

3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang tentang 

Penyelenggaraan Pangkal Pinang Kota Cerdas (Smart City). 
 

KEDUA : Hasil Fasilitasi Atas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota 
Pangkal Pinang sebagai dasar Penetapan Peraturan Daerah Kota 

Pangkal Pinang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari keputusan ini.   

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada  tanggal ditetapkan. 

 

       
      Ditetapkan di Pangkal Pinang 

      pada tanggal 16 April 2026 
      DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
      KOTA PANGKAL PINANG 

              WAKIL KETUA, 
 

 
          dto 

  
 
      HIBIR 

      

  28. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 4 
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 
26); 

  29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 

Nomor 34); 

 
 

 

 
 

 

30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang 
Tahun 2024 Nomor 45); 

  31. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota 
Pangkalpinang Tahun 2019, Nomor 1); 


